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PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERATH

. LATARBELAKANG
A Gambaran Umuam
pusat data pemerintah dacrah di- Indonesia dimulai pada tahun 2004, ketika pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang: Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional. Undang-undang ini- mengamanatkan pemerintah daerah untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Dacrah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangha Menengah Dacrah (RPIMD).

Dalam rangka menyusun RPIPD dan RPIMD, pemerintah daerah membutuhkan data dan
informasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini,
pemerintah daerah mulai membangun pusat data.

Pada awalnya, pembangunan pusat data pemerintah daerah dilakukan sccara mandiri oleh
masing-masing pemerintah dacrah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan akan data yang semakin meningkat, pemerintah pusat mulai mendorong
pemerintah daerah untuk membangun pusat data secara bersama-sama.

Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015
tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan presiden ini
mengamanatkan pemerintah dacrah untuk membangun pusat data yang terintegrasi dengan
pusat data nasional.

Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pusat Data. Peraturan menteri
ini mengatur standar dan persyaratan penyelenggaraan pusat data, termasuk pusat data
pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pasal
120 ayat 1 dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang
terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dengan menggunakan
infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE) pasal 27 ayat 4 Pusat data nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga tahun 2023,
sebanyak 34 provinsi dan 504 kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki pusat data.

Pusat data pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien. Pusat data ini digunakan untuk menyimpan dan
memproses data yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai
fungsinya, seperti:

e Perencanaan pembangunan

e Penganggaran

e Pelaksanaan pembangunan

¢ Pengendalian pembangunan

o Pelayanan publik
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Denpan adanya posat data pemerintah dacrah, pemerintah dacrah dapat:

o Meninphatkan elisiensi dan elektivitas penyelenggaraan pemerintahan
o Meninghatkan transpatansi dan akuntabilitas pemerintahan
o Meninghatkan pelayanan publik

Meninghatkan daya saing daerah

Iy Dasar Hukum
o Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang, Informasi dan Transaksi Elektronik

(1 embatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4843);

b Undang-Undang  Nomor 14 “Tahun - 2008 tentang Keterbukaan  Informasi
Publik  (Lembaran  Nepara Republik — Indonesia  Tahun 2008 Nomor 61,
Fambahan  Lembaran Negarn Republik — Indonesia Nomor 4846);

o Undang-Undang — Nomor 25 “Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik
(Lembaran— Nepara Republik — Indonesia — Tahun 2009 Nomor 112,
fambahan Lembaran  Nepara - Republik — Indonesia - Nomor 5038);

d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neparn Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah  diubah  beberapa  Kali,
terakhir — denpan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5679),

¢ Peraturan Pemerintah (P Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Dacrah Kabupaten/Kotag

{ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem: dan
Lransabsi 1 lektronik (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Fambahan 1 embaran Nepara Republik Indonesin Nomor 5348);

o Peraturan Presiden Nomor 95 lahun 2018 tentang Sistem Pemerintohan Berbasis
I lektromb;

b Peratian Mentert Komunikasi dan Informatika: Nomor 14 Tuhun 2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
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1 Perstran Menten Komambas dan Informatiba Saomwn & Dabwan 2019 tentany
Pem chenggaraan U rusan Pemerintaban Konkuren Badang Kosmansham dan Infommatia

v Peraturan Dactah Provinu Sumaters Barat Svomen 20 Jabwan 2018 tertang Srstem
Pemernintah Berbasi | lektronid

| Permuran Dacrah Provinss Sumaters Barat “somen 9 Tahun W12 \ertang Anggacan
Pendapatan dan [sclanys Dacrab Propass Sumatera Barat [ abwan 20124,

m Peraturan Cubernue Sumaters Barat Somen 4] [ahun 20027 \ersang Pengabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanys [yacrah | abun Anggatan 20724,

TUJUAN
1 wyuan peny clenggaraan pust data pemerintah dacrah adalah untdi

o  Merunghatian efiviensi dan efektivitas pery cheniggataan pernetintabas;
o Meninghathan trarnparansi dan akusitabilitas pemetintaban

o Meningiathan pelayanan publik

o Meminghathan daya saing dacrah

KUASNG LINGKLP KEGIATAN
a Linghup lokas)
o Wuang server nao komusika, Informatika dan Statistk
o Vinual |yata Cerner pada Pusat [ata Masunal (PDN)
b Linghk up KCyratan
1 Pengeldzan infrastouktia
Pergelolaan infratrutue melipats  pengadasn, pemasangan, pemehbarsan, dan
penyeldaan prrangia kerm dan petanghat unak yang ada & pusat data. Peranghat
betw lerwtng el wrver, wrage, retwork, dan perangha pendukung lunsaya
Petangra lurak yang dibelola melpnas sisiem operasi, sisiern manayomen bases data,
dans aplans-apl kas yang digunakan oleh pemerintah dacrsh

2 Pengeldaan heatnanan

Pengehdas beavaan melpt) pengunanan (wk, peogamaran logika, dan
jrrganatan data  Pengamanan fivk  melipeti pengamaran godung  pasal data,
g rgarratan petagha heta dan perangha lunak, wina pengararan sk be pusa
data Vergmnatan brgha malipaai pehgaianen pasngan, pengamane splikas. dan
jenganaan data Pongunaan doa melipaty jengamanan data dan  pencunan,
ot uiaan. dan poiy slahygisasn

i Pongehdsan opetasunal

Pongebhaan opetasoral melipads opeta dan permel i ot dasta Operas pasat
dats melippdti Femeityg petahgha herw dan perevghal lunak, pengelolam beckup.
dan gungridsan doester renvery  Pomelbarsen st dsa melgeds petyesan

prrenghal kevas dan perenghsl haad . werts potadan perseghal beves dasn poranghat
batndh yarng ruavak
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Voo Penpelolian bebigakan

Penpetolaan kebipaban mehiputi peny wsunan dan penerapan kebipaban-bebijakan yany
ekt denpan penpelolvan pusat data. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebigakan
Leamanan, kehipakan operasional, dan kebijakan pengelolan data

Secara g g ngkap pengelolaan pusat data pemerintab dacrah bertujuan
antuk memastihan bahwa posat data tersebut dapat beroperasi secara optimal dan
aman, sertadapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dacrah secara efektif dan
clinien

Benhut adalah kepiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan pusat data:

o Pembuatan perencanaan pengelolaan pusat data

o Penpadaan perangkat keras dan perangkat lunak

o Pemasangan dan konfipurasi perangkat keras dan perangkat lunak
¢« Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak

o Penpelolaan keamanan data

o Pengelolaan akses ke pusat data

«  Monitoring kinerja pusat data

o Penpelolaan backup data

o Pengelolaan disaster recovery

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Januarni s.d Desember 2024 di Diskominfotik Sumbar

PERKIRAAN BIAYA
p. 817.663.000- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

PELAKSANA KEGIATAN

a. Kepala Bidang Aptika

b, Ketua Tim Infrastruktur

. Pranata komputer tm Infrastruktur

PESERTA KEGIATAN
o OFD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
b dil

KELUARAN (Output)
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 2 (DC dan vDC)

HASIL YANG DIHARAPKAN

. Data yang disimpan di pusat data dapat diakses secara andal dan tersedia setiap saat,

b, Data yang disimpan di pusat dita aman dari berbagai ancaman,

¢, Penggunaan sumber daya, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja, dapat
dioptimalkan,

d. Layanan kepadi masyarakat, sepentl layanan administrasi, layanan publik, dan layanan
pendidikan, dapal ditingkatkan kualitasnya,

¢. Transparansi dan akuntubilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinghatkan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

AR

MANFAAT

a. Peningkatan keandalan dan ketersediaan data

v, Peninghatan keamanan data

—

¢. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya
d. Peningkatan Kualitas layanan kepada masyarakat

¢. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dacrah

Padang, Januari 2024

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
PPTK
AacC -
ﬁ_ LIZDA HANDAYANI, M.Kom
4.\/|/1,u NIP. 19750121 200212 2 001
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Pembuatan perencanaan penpelolaan

/ I pusat data -
!

|
. Pengadaan peranghat keras dan perangkat f
= Junak P
_— — ——'J — — . -
_ Pemasangan dan honfigurasi perangkat ‘\ ‘
2+ keras dan perangkat lunak !L ‘
Pemeliharaan perangkat keras dan E {

4. peranghkat lunak

< Monitoring Kinerja pusat data [
|

6. Pengelolaan backup data

7 Pengelolaan disaster recovery

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

PPTK

LIZDA HANDAYANI, M.Kom
NIP. 19750121 200212 2 001
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